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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateri/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaterr/Kota;
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5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon

Semen tara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaterr/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun

2023 ten tang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara

dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaterr/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito

Selatan Nomor 214/HK.03.1/6204/2023 Tahun 2023

ten tang Daftar Calon Semen tara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BARITO SELATAN TENTANG DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATENBARITO SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN2024.
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Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk 18 (delapan

belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;

2. Partai Gerakan Indonesia Raya;

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4. Partai Golongan Karya;

5. Partai NasDem;

6. Partai Buruh;

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;

8. Partai Keadilan Sejahtera;

9. Partai Kebangkitan Nusantara;

10. Partai Hati Nurani Rakyat;

11. Partai Garda Perubahan Indonesia;

12. Partai Amanat Nasional;

13. Partai Bulan Bintang;

14. Partai Demokrat;

15. Partai Solidaritas Indonesia;

16. Partai Perindo;

17. Partai Persatuan Pembangunan; dan

24. Partai Ummat.

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap

daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan sampai dengan Lampiran XV Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN
NOMOR 222/HK.03.1!6204/2023 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN DALAM
PEMILlHAN UMUM TAHUN 2024

!MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA!

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN

DAERAH PEMIUHAN : BARITO SELATAN 1
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 PARTAI KEBANGKITAN •BANG SA
PK.

NOMOR PAS FOTO NAMA LENGKAP CALON TETAP jENIS TEMPAT TINGGAL BAKAL CALONURUT KE I..AMIN

(1) (2) (3) (4) (5)

L BARITO SELATAN

tfj. ENUNG IRAWATI p SARITO SELATAN1

TUTlE HERNlTE, S.E. p BARITO SEI..ATAN:2

ATHMA HUSAlNI3
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